AT AR BELAEKANG

Azzmngmz inf inertupatan hasz[ peneliti-
ar lapangen vang dilakukaen Keeber von
Benda-Beckman di Dararan Tinggl Minang-
kabau di Propinsi Sumarera Barar selame
16 bidan dalem tahun 1974 dan 1975, Se-
lawma 10 bulan, penuliy den suaminye fing-
gel df sary dese Minapghebau. Penudis me-
naruh perhatign khusos rerfadap, care-cara
orang Mireaghabou menangeni persengheia-
an, baik de dese maupun i penigedilan-
pengadilan negeri. Penulis meneliti dafear
deftar dan arsip pengadilan di tiga biak pe-
ngadilan negeri secare terus menerus, Keeber
von Benda--Beckmann adalah Sarfane Hu-
kum Iulusan Universitas Amsterdam poda
tghun 1972 dan sekarang menjahar sebogai
anggota staf riser pada lembage penyelidik-
air pasienal dalam hukum di Asia Tengeara
den deerah Karibia, Universitas Leiden,
Negeri Belanda, Sebelum jabatan itu, be-
lizw pernah menjabat asisten pada Departe-
men  Spsiologt” Hukum Fukultas Hukum
Universitas Zurich di Swiss, Fada szat i,
bahan-bakan; yang dibahas dalam. fearigan

ini dikembangkan menjadi disertasi uniuk
promost dokior. (Karangan inl relah diter -

Jemahkan' ke delam Bahasa Indonesia olei
Gregory  Churchill, J.D. dengan saran dari
Ny, Bakhii serta darl penulis di Leiden).

I. PENGANTAR

Daerah Minangkabau terdapat ber
bagai macam lembaga vang dapat me-
nangani senpkeia. Diantaranyz ada
vang berdasarkan adat, yang merupa-
kan sistem norma-norma seria kebiasa-
an Minangkabau asli. Lembaga-lemba-
ga lain berdasarkan sistem hukum na-
sicnsl yang mempunyai akar dalam

PENANGANAN SENGKETA DI SEBUAH
NAGARI MINANGKARAU :
SATU STUDI KASUS
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desa, akan tetapi juga di koia. Lemba-
gara juga berfungs pada tingkat
lokal, namun demikian ada vang ha-

- nya berfungsi pada tingkat kabupaten;

Disamping itu terdapat juga beberapa
lembaga dalam setiap kabupaten vang
walaupun tidak diberikan wewenang
secara resmi untuk menangani perkara,
sering juga jadi terlibat dalam perseng-
ketaan,

Dgerah-daerah hukum daripada lemba-
ga-lembaga tersebui bertumpang tin-
dih.  Alhasil, seorang Minangkabau
vang bersenghketa harus memilih dian-
tara beberspa lembaga dalam menen-
tukan mana vang baik untuk Denyc—
lespian sengketa nya.

Dalam hukum perdata internasional.
kalau pihak vang berseagketa mempu-.
nyai pilihan. diantara forums den
beberapa negara dan jikalau mereka
membawa sengketa nya kepada forum
vang menurut mereka dapat diharap-
kan menguniungkan mereka, fenome-

- na ini disebut "iorum shopping”. Se-

suai dengan itu, sekiranya dapat dibi-
caralcan forum shopping di Minangka-
bau. Pihak—p’ihék "'yanrf bersengketa
mempunyai piliiian‘dan mereka men-
dasarkan seuglruta fersebut, biar bagai-
manapun kabur maupun jelas atau
salah maupun benar harapsn mereka
tersebui, Mamun demikian, masalah ini
mempunyal satu segl lain. Bukan ha-
nya pihak bersengketa yvang mencari-
cari, akan fetapilembaga-lembaga vang
menangani sengketa juga memanfaat-
kan sengkets ifu unfuk kepeniingan



Penanganan Sengkete

- -nya masing-masing mempunyai kepen-

" tingan vang berbeda dengan kepenting-
an pihak bersengketa dan mereka
mempergunakan sengketa-sengketa un-
tuk memajukan kepeniingan tersebut.
Jadi disampmg forum shopping terda-
pat juga “shopping forums™,
lembaga tersebut mencoba mendapat
serta mampu}ur sengketa-sensketa yang
dapat difiarapkan akan membawa ke-
u_ntungan politik. Sebaliknya, mereka

: j!.i_ga dapat -mencoba menghindar seng-

i keta-sengketa yanp diperkirakan dapat
mengancam kedudukan mereka. De-
ngan begifu, mereka mencari-cari seng-
keta sama halnya dengan pihak ber-
sengketz mencari-card “forums’.
Pertama-tama karangan ini akan meng-
gambarkan lembaga-embaga vang ber-
peranan. dalam penvelesaian sengketa
di daerah Minangksbau. Sesudah itu
satu kasus akan disoroii yang mencer-
minkan -cara pihak-pihak bemsengketa
dan lembagalembaga desa memainkan
peranan yang aktif sekali, akan tetapi
bahwa sengketa jarang sekali mencapai

“penyelesaian akhir ditingkat desa. Ada
sengketa-sengketa yang dibawa ke pe-
ngadilan akan tefapi tidak sesering
yvang disangka, melihat proses penye-
lesaian szngketa di desa vang tidak
efektif itu. Karangan ini akan mencoba
menjelaskan mengapa, mengingat
menggantungkan dirfi pada lembaga
lembaga desa dan mengapa mereka ja-
rang pergi langsung ke pengadilan ne-
gerl. Jawaban pertanyaan ini terletak
pada sifat lembaga-lembaga adat itu
sendiri dan pada hubungan diantara
lembaga adat dan lembaga neeara.

. LATAR BELAKANG ETHNIS
Sebelum kita melanjutkan pembica-
raan, sebalkknya kita melihat dulu
latar belakang ethnis daripada daerah
Minangkabau, termasuk beberapa as-
pek daripada sistem adat yang berhu-
bungan dengan pengujian thesis vang
dikemukakan ¢&i atas. Orang-orang Mi-
nangkabau dari pantal barat Sumaiza

Lembaga-

di daerah pertanian dengan padi ses
bagai tanaman pokok yang ditanam
baik -di sawah mauvpun di ladang. Di-
samping itu tansman-tanaman sepem
kopi, kayu manis, pala, dan cabe di-:
tanam untuk menambah pendapatan ;
Béberapa desa telah mengkimsuskan
diri dalam berbagai macam Kerajinan
seperti anyaman, fenunan, stlaman,
pertukangan besi dan lain—lain. ‘Bukit
Hijau (catatan pengarang : dalam ka-
rangan ini serilua nama orang maupun
nama kota dan desa telah dirubah
supaya pembicaraan lmiah tidak me-
nyinggung perasian 0rang-orang setem-
pat) tidak mempunyai suaty kekhusys -
an seperti itu, walaupun ada beberapa
anggota masyarakat desa yang bezgjzja,
menganyam atau menyulam. Seperti
lazimnya di Minangkabau, satu-desa
memypunyai beberapa tebai ikan untuk
menunjang konsumsi keluarga, sekali-
pun ada iuga ikan yvang dijual.

Desa, yang di Minangkabau disebui na-
gari, merupakan tingkat yang terendah
deri pada administrasi negara. Biasanva
sebuah desa terdiri dari beberapa pe-
mukiman dan juga meliput sejiumlah
penduduk vang cukup besar. Bukit
Hijaw merupakan suatu desa besar de-
ngan = 10 ribu penduduk. Dalam axti
adat, nagari merupakan juga republik
desa. Dahulu kala, nagati-nagari terse-
but merupakan daerah otonom sekali-
pun mereka kadang-kadang bergabung
dalam suztu ikatan federasi.
Sebelum jaman penjsjahan, kehidupan
desa disusun menurui zturaa adat, Pa-
da abad ke 16 orangorang Minangka-
bau memeluk agama Isiam dan agama
Istam mulai menguasal dunia fana,
akan tefapi norma-norma hukum Islam
belum banyzk diterima sebagai patok-
an hubungan masyarakat. Inti dari-pa-
da susunan sosial politik Minangkabau
yaitu prinsip keturunan matrilingal
serta pemilikan harta oleh kelompok
keturunsn matrilineal tidak dinbah.”
Dengan latar belakang ini Lita dapat
meninjau organisasi sosial politik dard
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_mk memperbalkt aktbat aiﬂbaﬁ satu
sama lain,. semua atc_s biaya . terpzdana
(yaag sidah mati) J
Apakah sanksx a, 13 €, dan d tidak seba
iknya dijadikan. sanksi hukumperdata ter-
hadap. ahli waris si. -mati? Aps.yang dikata-
kan pemidanaan orang mati itu sebenarnya
acial_a_h pemidanasn terhadap ahli wazis al-
m :'hizm. Mentirut Hukuin Adat di Sula-
W 1 Selatan ya.ng tercanzum di dalam Lon

k

piéana seseo:aﬂg (apa 1agt sudah matt)
boleh élturunkan kapada ozang Iam {terma-

paimg' maju mengenm pertanggungjawaban
kﬂmomm, txdaic mengenal permdanaan ter—

ngadian “Tinggi Su:abayﬂ dalam pezl»'a;a
Malaya indoresia "Tid. "Col "Lid. (putusan

No.“43/1960 Pid. EL]) sebagai ”oraﬁg yang
sungguhmsungguh tidak’ dakenal”, Jadl meru:
pakan petafsirnn sempit. Hanya dzsayang—
I\an, bahwa Pengadﬂan nggi EXonomi Su
raba ya ‘sgcara ‘salah menerima bandmg, ka-
ena memmt pasal 16 UUTPE perkara de-
mikisn yang sud b dzadlh aleh” Pengadﬂan
finplkat mertamna Hdal halsh dihanding Qal

kah hakim da;)at membuktii{an adanya k

salahan ferdakws sedangkan orangnya tidak. '

peznah dikenal abau,"ndak pemah dipenk
Yang dzmakszzd gengan kesalahan,
sika ap. batm dolus dan_culpa lata yang pa
umumnya dicantumkasz di, daiam kefent
iwkum pidasa secara ‘expl 'cxte,
hagus dxbuktlkan adanya. . 7
' ”Orang yang tzdak d:kenai orzmg_:
kin meixpau ‘o1ang yang tidak tertangk"
termasuk “orang yang melarikan diri ke
negeri” A Hamzzh, SH (1977;51) me,';
rankan supuya Penuntut Umum berhati-hati -
dalamsimengajukan perkara: delik -ekonomi
vang :pembuataya Ttidak .dikenal’! ex pasal
16 UUTPE jo PERPU No: 15 Tahun 1962;
karena bilamane perkare itu sudah.dipuiug
oleh-Hakim ' dan :mempunyai kekuatan-hu-
kum yang tetap, lalu.Morang yangtak dike:
nal™ itustiba-tiba muncul atau fertangkap;
maka berdasarkan asas-Ne Bis In.Idem tidak
dapat lagi diadili kembali. Patut d_ikemuka_—_
kan, bahwa “orang vang iak dikenalorang’
bilamana diadili in gbsentia atan judgement
by, defautt Tak dapat dakenaican puia'
dap, samg.hainya dengan ”O;ang sudah
nmggai duma Kemungktnan besar a dap
digunakan Joleh . pembuaé delik ekosxoma
yang licik, yam. mel:mécan diri dahulu kn;
lar negeri, Ialu setelah pe;kamnya dia i
in.absentia, Jain ia mupcul kembal. dengan
senjata "Ne Bis In Idem” . )

4. ﬁCﬁhSSORiES DAN ABETTQRS A2*~
TER THE FACT, BERTA, ?EM%UAT
“DALAM HUBUNGAN LAEN DAN PER~
CTANGGUNGIAWABARN P@ANA -

TIRREE BTSRRI CLRE A




al, Eentu Ibentu%c dcmkan, sekall pun
548, . h&l’l}’d dike-
: urzspxudcnsl dan

' elik . y:mg 'dapai
aftc,r ) thc 1act

iz Menurut sistem < Hukem ‘PidanaIndone-
stajapa’ vangsdisebut: di Inggeris,“Amerika
Serikat:dag -Australia ' melakukan ‘delik Iain,
migsinyapenadahan (pasal 480 KUUTRHIEY),
nmenjadikan kebiasaan“membeli dll.' benda
yang- diperolel ‘karena kejahaian (481 K.U.
ULH.P), penadzhan ringan. {pasal 482 K. U.
UHPY: “dengan’ sengaja ma!epaskaa atau
menolong: crang yang" te:ah dxjatum pldana
(pasa!ZZBKUUH?) :

o Delzis: delik’ berkesmambungan (voort
nds’ cie[:cten) ialah “delik “yang mempu-
11'1, bahwa’ keadaan yang terlarang ber-
kesmmbungan terus. Misataya menahan se-
seorafy secmra’ melawan: hukum termasnk
aftopend delict {delik sclesai), tetapi mens-
nigkan periahiznan orang itu adalah voort!
duren "delict (delik’ bérkesinambungan) ‘me:
murut pasal 335 KU UH.P. Pasal 261 KU,
U P juga mcnganduna veaztdueﬂd de-

kas yana daketahmnya diaanakan unwk me-
laicuiran pemrum 'utau pnmaisaan matemi

Untuk ‘memb zkan gambamn tenita
pnmlazan terhadap kasus tersabut di ba
ini, leblh dahum pariu ;u duclask:m
tang pcrbcdam antara voortdurend delj
dan gewoonte-detict (d__Li:I»_\ kebiasaan) _
delik kebissaan diperlukan unsuz kebidgian,
sedangkan pada voortdurend delict tidalc,
vaitu. undeng-undang  menuntut dilakukap.
nya .perbuatan, jerlarang beberapa .|
Misalaya . pasal 481, K.UUH.E; mem
kebiasaan. -dengan, sengaje mambﬂh, merm~
karkan, menezima gadai, menyimpan atau
menvembunyikan benda yang d:pemieh ka: -
rena kejahatan (J E. }onke:s, 1946:335,. 36,
111, 136).. \

© Apa vang disebut gewoonte {kebias'aan}
delicten mensyaratkan kejamakan (pluraii-
tas) ‘perbuatan-perbuatin’ yang “tidak “saja
gecard kebetulsn “besurutan, tetapi®saling
berhubungan-tertentu, *baik yung meayang-
kutsifai perbuatan-perbuzian itu {obyek-
tify, maw pun tentang penujuan psychisch
pembeat (subyektif), d.k.1 sengaja penibuat
dan ‘perbuatap-perbuatah jamak dtu saling
berhubungan; sehingga ‘perbuaian- perbuatan
it ddpat (Elp«nd‘mﬂ sabav.u kebiagaan:

Putusan Pengaémn Ekonomi B.mda
Acch tanwgal 6 Aprxl 1971 No. 7/1971 E
meﬁyamkan bersaiah tcrdakwa-terda i
vang. ciarmadzmya duemukan membawa se«
jumlah barang i)amnﬂ ex impor (ex Singa-
pura}, kazena Lmnﬂg'tp tezbukt; me!anggar
pasai 26‘0 ROjQ U.U. Dar. Meo. 7 tahun1955
walau pun_ terdakwa. terdakwa mcnyanﬂkal
telah meﬁyelunéupkan barang-barang ferse-
but, Me:eka wmumnya memberikan alaszm
bahwa bu:ang barang itn, ada pada mezeka
secasa. membetinya beramsur~angsu1 dari
orang-orang yang tzk dikenainya lagi, (daku-
tip, dari Baharuddin Lopa:, 1980: 297-’?98)
Alasan Pengadzl:m mlah bahwa * Usesual per
n‘,ah.man dan tcL.h menjadx §enwetahuan
urnum, penyetandupazz penyelundupan ., i
dak berdm spndm mereka adalah sr.,bagai
alat danpada otak-otalk - penye!undupan di
da.n.i Jyaitu orang-orang di d&at memben
modsl kepada penyelundup, kemudian ba-
rang-barang selundupas ito ditampung kem:
bali oleh. pemberi modal, sedangkan penye~
la,_m_d},;g _hanya_ menerima upah atau komisi

saja .dari. cukong-cukong”. Menurut Baha-




: Setzap ang ota masyarakat desa‘
'berdasarkan matnﬁham ‘terikat ‘pada
-beberapa Lelompok yang ‘pada: umum-

'-nya ‘disusin “berdasarkan prinsip” ke~
Kesatuaniisosial®
yang mempakan ‘inti--adalah’
keh,arga atrialineal yang | GioBukit

tumnan -matritineal.”
poliiil

Hijau disebut buah gadang, vang di-
lfepalaz oleh seorang penghulu, Menu-
ruf-adat setempat ada léwongan untuk
100 panghulu, akan tetapi. pads saat

ini hanya sekitar 20 yang tersi. Selan-

'-3utnya ibuah-gadang- dﬂcelompo.‘i{kan

berdasaﬂ{‘m dua hierarkhi wewenang'

dan daya am%)ll keputusan serta dua
hierarkhi wewenang dan days ambil
keputusan serta dua-lingkungan kom-
pefensi sosial  politik. Pertama, ber-
dasarkan pusako, vaitu keturinan ma-
trilineal yang sama, buah gadang di-
kelompokkan sebagai suku pusske.
Keanggotzan ‘dalam safu suku harus-
aya berarti keturunan dari satu garis
matrilineal, alkan fetapi tidak selalu
tegjadi bahwa semua buah gadang dasi
suatu ‘suku pusako dapat menelusud
keturunannya-sampai’ kepada salah
satu nenck moyang wanita. Dalam na-

gari Bukit Hijau terdapat 9, suku pusa- -
ko.; Mereka .melakukan: exogamy «dan
apabila: satubuah -padang ‘tidak lagi:

mempunyai: keturunan, maka salah
satt buah gadang lain dalam suku pu-
sak'o 'vang sama dapat mewarisi tznah
dan gelar dari garis keturunannya,

Bush gadang juge dikelompokkan
berdasarkan satu prnsip yang diber
nama adat dalam hal ini adat dipakai
dalam arii terbatas yaitu pemenniahan
nagari. Pengelompokan berdasarkan
prnsip adat ini diber nama hindu, dan
begumizh 12. Hindu ini, yang merupa-
kan afiliasi politik, terdisi dari anggots
dari-beberapa suku pusako. Pengurus
setiap hindu ferdir dari 3 orang: seo-
rang penghulu, seorang juaro adat yang
merupakan pejabat pelaksana dan seo-
rang anak mudeo, yang bertindak seba-
gai pesuruh. Pada tingkat-tingkat ba-

Eib st

a. ma“’ma:k ’ymtu -kepala.daz
jurai-atai kaum serta panghulu, Vas,tu_'
kepala dari buzh gadang. Di ‘atasg-
tingkat buah gadang dua lingkungan
inizdipisah menjadi dua hierarkhi, yai-.
fushierarkhi guku pusako vang mﬂ..ta—_

ma mengurus administrasi tanah pusaw'--_ '

ka'serta gelar-gelar pengurus, danthin- -
du adat yang bcrk.ecunpum dalam Bi- 5

darig’ pemerinfahan nagari. Dalam‘De- "

nah I beberapa tingkat telah datmda~_
kan oleh karena tidak berfungsilagi..

Lo Di simping strukiur adat dan: pu»-.
sako, terdapat juga salah satu stmk :
tur di Bukit Hijau yang berasal dagi
jaman sohelum penjajahan. Strukiuy
ini didasarkan " prinsip wilayah dan
merupakan pengelompokan ketetzng-
gaan yang diberi nama buek. Setiap
puek mempunyai peraturan iersendin
mengenaj fasilitas nmum seperti lang-
gar, surau {yaitu tempai penginapan
anak-anak lelaki bujangan) serta me-
ngenai gotong royong dalam kehidup-
an sehari-hari. Tiap buek mempunyai
seorang kepala, Tuangku atau Angku
yvang dianggap baik kepala adat mau-
pun sekaligus pemuka agama. =

= Wewenang tertinggl untuk “Hga sis-

*tem tersebut terletak ‘pada Kerapatan

Adat’ Nagari. Sekarang ini, Kerapatan
Adat terdiri dar wakilwakil dari 12

_hindu adat, tidak menjadi soal apakah

mereka panghuiu ataupun juaro adat.

Duz prinsip, vang akan dibahas ge-
cara lebih mendalam nanti, merupakan
inti daripada proses pengambilan kepu-
tusan Mmangkai}au Yang periama
adalah ‘bahwa keputusan harug' diambil
pada tingkat serendah mungkin. Kalaw
suatu maszlah tidak dapat diselesaan
pada {ingkat kaum, masalahnya dapat
naik satt tingkat dan begitu seterus-
nya ‘sampai menjadi maszlah nager
dengan’ penanganan oleh Kerapatan
Adat. Akan tetapi putusan harus jugs
mendapat persetujuan dasripada orang-
orang dari tingkat yang paling bawah.
Jadi bersamaan dengan prinsip hizsar




Hu.!cum dan P.embar?gunc'ah _ '

kebulatan 1tuIah satu keputusan dapat
mema& sah S : P

ey ukit Hz}au serfa prganisasi potitik-
nva: ‘telah dxpengamm oleh adminisira-
8k penjajah sejak -awal abad ke-19 dan
: pengamh pemermtahan nasmnai Sesu-

' -.mehangéhi hal-tersebut:Hanyadengin

dah merdeka juga-sangat kuat. Kamnc-
an. ini tidak bermaksud memperdaiam_
segi sejarah meloinkan akan mencoba: -
menggambarkan situasi pada saat ini,
Pemerintah. nagari yang resmi terdm
dari-seorang Wall Magari dan Keranat.,
an Nagari vang d1§cepala1 oleh Wali Na-
gan. . :

BEBAN PERKARA Di KERA?ATAN ADAT 1873-JULI I975’*‘

o hii_iiungén pihak -+ penyelesaian

— 5 - § i

.18 Z 3 3

wo| BB G R R I A
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#) .Jumlah - perkara yang terdaitar adalah 22,

Sekiranya ‘jumlah- yang sebenarnya

o chtangam oleh Kerapatan Adar jauh lebih banyak, mengingat penomoran berkas pe-
. nyv.,iesaaan Dalam fahun 1973 nomor berkas sampai 13; akan tetapi hanya 7 perkara -
" yang terdafiar; dalam tahun 1974 nomor berkas sampai 10, akan tetapi hanya S per-

. kara yang terdaftar.
-**}

‘Adapun perkara yang menyangkut lebih dari satu persoalan Oleh karena itu Jumlah '

" pezsoalan {27) melebihi jumliah perkaza {22).

*##)
. salah satu suku.

Kerapatan Nagari diberl wewenang
menengahi semua sengketa. Untuk ity
Kerapatan Nagarl dibagi menjadi tiga
bagian, Akan tetapi Wali Nagari me-
nangari semua dengan bantuan tiga
bagian tersebut. Hal-hal tentang agama
Islam biasanya tidak dibawa kepada
Kerapatan Nagari melainkan diselesai-
kan di langgardanggar oleh pemuka
agama.

< Sebuah nagari selanjutanya dibagi
lagi menjadi jorongjorong dengan Wal

“Tanah yang dimiliki masyarakat secara keseluruhan, dan bukan yang termasuk pusako '

rong dan perbatasan buek menunjulk-
kan banyak persamazn dalam beberapa
kasus dan Wali Jorong ity merupakan
orang penting dalam buek,

Dengan begitv pemerintahan adat
dan perwakilan administrasi negara se-
tempat berdiri berdempingan. Kekua-
saan pemuka-pemuka adat makin lama
makin berkureng, sampai banyak ja-
batan panghulu fidak terisi oleh karena
kemerosofan wibawa jabatannva dan
perebutan kekuasaan di dalam buah




: :'Peﬁizn‘.gaﬂan Sengkem- o

: asaan cuknp, sehingga perwakilan ad-

L _'mm;stram negara setempat sulit bertin-

dak - fanpa dukungan -mereka. Akan
: tetam ‘lembaga-lembagz administrasi

_setempat yvang anggotanya sebagian
besariterdiri dan pemuka-pemuka adat
atay “agama Islam, mempunyai kekuat-
an; cukup untuk meniadakan kemung-
kinan d1se}enggarakannya pemenniah—'
an: adat .

Masm terdapat lembaga-lembaga la-
o tempdt seorang- Mmangkabau vang
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JUMLAH PERKARA MENURUT REGISTER PENGADILAN NEGE-
Rl BUKiTTINGGI (1968-1974), BATUSANGKAR {1969-1974) DAN

PAYAKU MBUH (1968- 1 974)

bersengkeia dalam membawa per

aya. Setiap kabupaten Sumaira Bara
vang meliputi 7080 nagar, mem
avai satu Pengadilan Negeri. Daf
daftar perkara pada tiga Pengad_
Negeri menunjukkan bahwa 86%: dan_;
pada semua perkara diputuskan be
satkan hukum adat. Hampir sem
perkara fersebut menyangkut s0al
nah pusako ataw rumahb-rumah. ¥
lain, 14%, terdiri dari perkara penun
tutan bank-bank mengenal pelun" an,'-
huiang (fihai Tabel 2). S

- H =L
ot A4 oL
A Sengketa Perdata g g =
s (dengaﬁ pmak lawan) E § .%
...1.:Jenis Sengketa 1:3 c§:\5 E
... ; rumah/toko i 10 6
... tanah danfatan pusako {157 114 61
- jual beli tanah 86 53 30
... transaksi lain P 4 3
. .gelar 5. 1
.. pencaharian 12 7 12
kewarisan 59 31 24
pembagian 12 7 4
perceraian 2 i 1
. hutang 68 16 18
. Jumlah 227 141 68
2. Jenis Pihak
" bank 47 12 12 I 71
" mamak kepala waris 106 110 479 257
= 3: Penyelesaian tanpa putusan nakim ;
% perdamaian 44 ! 18 11 ‘ 73
“pencabutan 39 1 27 4 70
.B. Permohonan (tanpa pilak lawan)
perubahan nama 5 3 8
pengangkatan anak 16 2 3 21
warga negara 7 ' i g
'-penetapan sebagai wans,n’ 29 25 10 64
Ul : '
mancitin - 3 31 13 T 47 |
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“Hukum' adat mempakan materi dari
padaisemua perkara vang lain, berbada
‘dengan-hukum acara yang berdasarkan
hukum ‘Hindia Belanda. Dengan begitu
hampir: 'semua hakim adalah oraig-
orang Minangkabau yang pendidikan-
nyaidalam hukum nesional dan bukan
dalam® hukum adat. Mereka mempu-
nyaigagasan-gagasan tentang adat ie-
tapl ‘pads umumnya mereka telah me-
ngalami ‘sosialisasi dikofa-kota besar
sehingga® pengetahuan mereka tentang
adat diperoleh sesudah mereka mulai
berperanan sebagai hakim.

Disamping peagadilan negeri yang
sebagai lembaga negara ditugaskan
menyelesaikan sengketa, pihak vang
bemengkeia dapat jugs vergi ke peia-
bat-pejabat. lain. Pejgbat vang dimak-
sud: adalah polisi, anggota-anggota
ABRI, camat-camal serta jaksa negeri.

Dibawah ini adalah suaiu contoh
cara orang memanfaatkan berbagai
Iembaga-dembaga tersebut, vaitu bagak
mana pihak vang bersengkeia serta
peiabat-pejabat mencar-cari "forums®,
Sesudzh itu kita dapat menark kesim-
pulan tentang fenomena forum shop-
ping dan “shopping forums” di Mi-
napgkaban serta peranan adat dalam
penyelesaian perselisihan  oleh adat
dan peranannya dalam peradilan nega-
ra. :

ML TEBAT IKAK DI BATU PaAN-
JANG

Pada suaiu han, Katik Basa dan se-
orang lebih muda, Rajo Putiah, mende-
kati ketua Kerapatan Adai. Mereka
mengeluh bahwa mereka telah dising
kirkan oleh tfetanpganva. Teranyata
dalam buek Baiu Papjang terdapat
sengkets tentang tebat fkan kepunya-
an Kaum Katik Basa. Buek itu memer
lukan dana untuk memperbaiki suran
nya dan telah memutuskan bahwa
febat ikan Hatlk Basa vang ierletak
dekat suran  ifu, harus diperlebar
supaya ikapnya dapat dijval demi ke-

dari suku yang sama dengan Katik Ba-

sa, felah merestui tindakan tersebut
akan tetapi Katik Bass menolak be:
kerja sama. Nampaknva, atas desakan
Datuk Andiko Rajo, Angku Tigo, ke-
pala buek, menghadap Wali Nagari
guna mengeluh tentang tingkah laku
Katik Basa. Wali Napari menganjur
kan supaya mereka pergi ke kantor
polisi, Polisl seiempai menyatakan
bahwa telah terjadi satu pelanggaran
dari ketertiban desa dan menahan
Katik Basa dan saundaranva selama
3 malam. Sebelum dilepas, mereka di-
haruskan beyjanji babwa mereka tidak
akan menggangeu nagari nya lag.
Petugas polisi itu menyusun sebuah
surat Kepada Wali Nezgarl denpan
tembusan kepada ketua Kerapatan
Adat, yang menyaiakan bahwa tebat
ikan barus dikembalikan kepada ke-
adaan semula dan bahwa masalak
harus diselesalkan dalam lingkung-
an Kelnarga dan berdasarkan adat na-
gari. Akan tetapi Wali MNagari tidak
memberikan fembusan itu kepada ke-
fua Kerapatan Adai, sebab menurut
hemataya Kerapatan Nagari, dan de-
ngan begitu dia sendirilah yang mem-
punvai wewenang uniuk meneagahi
sengketa ini,

Ketua Kerapatan Adat yang juga me-
rupakan petugas informasi pada ting-
kat kecamatan, memperoleh satu tem-
busan dar kantor polisi yang berde-
katan, memperoleh satu tembusan dag
kantor polisi yvang berdekatan dengan
kanfornya. THa mendatangi Datuk
Panghulu Rajo, seorang panghulu se-
sepuh dan seorang anggota Kerapatan
Adat, terhormat yang sering memberi
nasehat kepadanya. Dalam satu rapat
terfutup yang penulis diperbolelikan
menghadirl, mereka memutuskan bah-
wa Kerapaian Adat vang harus me-
nangani perkara ind.

Satn bulan kemudian, sebelas ang
gota Kerapatan Adat berkumpul da-
lam kanior Wali Nagari untuk me-
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'-bers ang 1ag1 dengan menglkut serta—
kan: Angku Tigo, Katik Basa, pemilik
:tanah’ disamping - tanah: Kat:k. Bass,
~dua:panghulu. dari: buek dan Wali Jo-
‘rongt Pada tapat Adturditentukan bah-
watebat: ikan+itu semula ‘merupakan
‘kepunyaan kaum- Katik' Basa“dan:Ka-
tik- Basa setuju bahwa buek mempu-
wayai-hak meminia tebainya, Masalah-
nya igiah bahwa Katik Basga tidsk: se-
twjurdengan carawyang ditempuh pada
. wakturjtu. ‘Dia mengemukakan bahwa
“putisan:teiah dipaksakan atas dirinya,
‘bahwa da tidak ‘pernah’ diberikan ‘ke-
sempatan . mengemukakan * penddpate
“nyatdan-bahwa- Datuk Andiko Rajo
telah besrtindaki-salab dengan mem-
berikan - xestunya, padahal' ity merupa-
‘kan “wewenang - Katik Basa: sendiri.
Buekitu telah mengambil kepuinsan-
nya pada suain rapat wakfu ja tidak
hadir karena tidak diundang. Kemudi-
an buek itu telalh memutuskan untuk
membuangnya sepanjang adai karena
iz tidak mau bekerjasama. Ta‘menya-
dari - pembuangantersebut pada wak-
te ia: mengadakan kenduri- sesudah
masapanennya dan tidak ada:seorang
pun vang hadir. Itulah keluhan dan
Katik Basa. :

Canta ‘dua panghulu buck dan Ang-
ku Tigo berbeda sekali dengan cerita
Katik Basa. Mereka berpendman bah-
wa Datuk And1k0 Rajo tl{ial\. bersalah
dalam’ membcnkan restunya: Oleh ka-
rena buah gadang Katik Basa iu tidak
mempunyai panghulu dan oleh karena
Datuk: Andiko Rajo merupakan pang-
hulu yang -paling dekat hubungannya
dengan kaum Katik Basa, ia dapat me-
wakili ‘kaum keturunan itu. Mereka
mengelakkan  jawaban tentang pem-
buangan.. Mereka mengemukakan
bahwa telah diadakan rapat buek, akan
tetapi tidak adg keputusan vang diam-
bil oleh karena Katik Basa tidak hadir
pada waktu ‘itu. Biar bagaimanapun
juga, andaikata satu keputusan telah
diambil, kesalahan terletak pada’ Ka-
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;mengenai: rencana pembahasa
.but. T . i

. Salah satu anggota Kerapatan Adat]
Datuk: Puiish, 'secaza -tegas menegur”
Angku-Tigo karena Katik Basa tidak
diikutsertakan oleh sebab seharusnya -
dalam suafu rapat -buek setiap kaum.
harus diwakili oleh seorang wakil.. i
Z:8glama diskusi berfangsung, ternya-
*ia orang buek enggan bekerjasama, Me--
reka -tidak . membesikan keterangan -
vang :berguna dan berulang ksl o
nyatakan bahwa masalahnya memipa- -
kan suatu hal yang dapat diselesaikan -
oleh buekidengan:bak dan cepai; Da-.
tuk “Andiko Rajo-sendiri tidak THeng--
hadiri rapat. dewan itu. Ia sakit :kata~
nya, yang beraril bahwa ia tidakiy
datang. Kalau tidak karena hujan
rena sakit,

Kerapatan Adat memutuskan bah-
wa mereka tidak mempunyai cukup ba-
nyak keterangan uatuk menyelesgikan
perkara. nya.. Oleh karena itu mereka
memutuskan untuk menengok buek.
Semingen kemudian mereka mengun-
jungi buek itu. Akan tetapi txdak--se}-
mua angeofa dewan hadiz. Hanya. ke-
tua, Datuk Panghulu Rajo, dua juaro
adat dan seorang panghulu teman.dari
Wali Nagazi (yang barangkali telah di-
kirim oleh Wali Nagari untuk menyak-
sikan Xkejadian). serta penulis  hadir
pada waktu itn, Datuk Putiah dnkut«
sertakan dap yang pada waktu ity te-
lah  menekankan bahwa Kerapatan
Adat berkumpul. hanyakarena disurub
oleh polisi, pada 'saat ini tidak . hadir
karena a2 tidak dapat beigalan bsg;tu
jauh, yang boleh dikatakan mempai;_a.n
cara halus untuk mengemukakan bah-
wa.menurut hematnya, tebat ikan itu
merupakan harta pusako dad buzh
gadangnya. Tuntuian ini akhiraya i~
lepas. sesudah. menjadi jelas bahwa ia-
nzh - pusako -ifn tidak berdampingan
dengan tebat ikan; dengan begitu tua-
tutannya tidak beralasan sama sekali.

‘Kemudian mamam 5elas bahwa ada

T o
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sengketaslain mengenai soal jabatan
bénghuiu di buah gadang Katik Basa.
-Katik Basa sebagai mamak kaumnya
“perpendirian- bahwa dia yang seharus-
nya ‘menjadi panghulu, akan tetapi
Aginskaum dalam buab gadang vang
:sama ‘telah mengemukakan hal yang
samaiMasalahnya belum terpecahkan.
“Hatik’ Basa ‘nampaknya telah memalkai
~Kidsus perkara tebat ikan sebagai kasus
qujianici fdengan  membuktikan  hak
kaumnya'atas tebat itu ia bermaksud
“mennntutihaknya .mengisi- jabatan
Jpanghilu » yang sedang kosong itu.
‘PatukAndiko Rajo fidak berminat
melihat-'seorang panghulu lagi-~dalam
-sukunya; - selama tidak ada panghulu
-selain’ dia,  secara-tidak resmi ia dapat
mewakili buah gadang yang:lain seba-
gaimana telah dilakukannya: dalam
kasusini, ..

“ ‘Hal yang penting ini menjadi jelas
dalami  pembicaraan yang tidak resmi,
‘yang ‘selalu merupakan bagian peating
daripada prosedur penyelesaian. Infor-
masi dikumpulkan melalui pengobrol-
an yang nampaknya {idak mempunyai
stmktur dan ‘vang sering d;lakukan
meialm perantara. '

“Sesudah gambar tebat kan itu di-
buat dan ‘setelah cukup banyak kete-
rangan” dikumpulkan, semua kembali
Ke kantor Wahi Nagari dimana anggota-
anggota buek diharapkan membernkan
keterangan “lebih lagjut supaya suaiu
penyelesaian dapat ditemukan. Akan
tetapi sidang ini telah disabot oleh
beberapa anggota buek. Mereka me-
ngemukakan keterangan vang berguna.
Ketua berusaha mengajak bekerjasama
dengan ‘menekankan bahwa-ia tidak
mencarijawaban seperti halnya dengan
‘pengadilan, akan teiapi bahwa ia hea
nya mencar pertolongan dan bahwa
Kerapatan Adat hanya bermaksud
member nasehat dan tidak bermaksud
mengambil keputusan Akan tetam iz
tidak berhasil,

Penyelesaian akhir yang ditempuh

oleh karena sengketanva menyanghkut
hal-hal buek, perkaranya hars dikem-
balilkan kepada asalnya vaiin kepada
buek itu, Perkaranya dapat diselesai-
kan mepurut perafuran buek dengan
tidak mengecualikan siapa pun. Kera-
patan Adai dengan begitu telah me-
ngambil keputusan formil dan oleh
karena itu tidak akan mananganmya
lagi.

Memang putusan ini tidak mern-
pakan :penyelesaian sengketa dan chal
ini disadari oleh semua pihak. Waktu
ditanya Datuk Panghulu Rajo tertawa
ferbahak-bahak dan mesnyatakan bah-
wa perkara ini belum selesai. Masih
akan banyak masalah, akan fetapi
ini merupakan persoalan buek itu. De-
ngan - begitu masalahnya masih ter-
katungkatung pada saat Kitz meping-
galkan nagari Bukit Hijau itu bebe-
rapa bulan kemudian, ;

Iv. KOMENTAR:

Sebagaimana terlihat diatas, terda-
pai beberapa aspek dari pada perkara
vang disengketakan yang sangat erat
hubungannya : :

t. Adapun masalah mengenai jabatan
panghuln dalam buah gadang Katik
Basa; sengketa iri masiy berada pa-
da tingkat buah gadang akan tetapi
akhirnya dapat berkembang men-
jadi perselisihan dimana suku pusa-
ko mempunyai wewenang,

2. Adapun persoalan tentang pemilik-
an tebat ikan yang sekaligus meru-
pakan suatu pusako dan dengan be-
gitu juga meripakan hal yang pan-
fas ditangani oleh suku pusako;

. Adapun masalah apakah buek itu
mempunyai hak meminfa tebai
ikan ffu, merupakan masalah buek
itu;

2

4, Adapun perscalan siapa yang ber-
hak memberi restu juga memupakan -
satu masalah pusako dan akhimya
e miy racalnh el nyyealrae
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skan (atau - tidak memutuskan)
- membuangnya - sepanjang
it Ini-menjadi persoalan untuk
patan ‘Adat oleh karena dapat
g ersoalkan ‘apakah buek itu ber
: _ ‘mengambil tindakan sepertiiiu
¢ pada akhirnya merupakan satu
ersoaian adat; . A

6 'Setiap masalah yang dapat menim-

i pulkan gangghan yang serius, selalu
: menjadl perhatian Wali Negari dan
4] 0]:51

-"plhaknya memilih diantara “Jembaga-
lembaga ini. Katik Basa mulai mencar
forum waktu ia dihada;n dengan orang
orang buek, Wali Nagari serta ' polisi.
_Ia mendekatl musuh terbesar dari-Wali
gari yaitu ketua Kerapatan Adai
dengan ‘harapan bahwa ia dapat mem-
peroleh éukungannya Nampaknya ia
'berpangkal tolak dari prinsip bahwa
seorang musuh ddri musuimya merupa-
kan sahabat,

Orang-orang buek, melzivi wakilnya
'An:,ku “Tigo, telah dari awal secara
_1kt1f ‘me ncari-cari. Apabila Katik Basa
“menolak keputusan buek, An‘,ku Tigo
_r__n_e:_;_dekata ‘Wali  Nagari dan  polisi
bertmdak sebagaa pihak. Akan ‘tetapi
dengan dilkutsertakannya Kerapatan
Adat,’ buc—:k Hu muiaz bersaing dengan
Kerapatan Adat 1tu sebagai iembaga
penyeiesaxan sengketa dan berusaha
menank sengketa itu kembali ke dalam
_yunsdlksmya Oxang buek itu mene-
kankan bahwa persoalan ity merupa-
Kan hal zasmtas ketetanggaan Pada
satu’ waL.tu mereka beraraumentasx
bahwa kasus sebenarnya merupakan
kasus pusako karena orang-orang buek
vang samsa dengan Katik Basa, tidak
pantas-bahwa mereka memberikan kKe-
terangan-keterangan . kepada  dewan
mengenai - hal-hal:tersebut.  Memberl
keterangan seperti ifuakan berarti
merekz mengambil alih yurisdiksi da-
i suku. Dengan begitu mereka ber-
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annya dalam permainan ind. Ia
perlakukan’ persoalannyaseolah-olal
hanys menyangkutl. gangguan’
sat hal vang meérupakan wewe
nyabersama ‘polisi. ‘Ia “tidak
terhadap - unsur-unsur lain ‘dalar
serigketaan “ini ~dan  dengan® begit
membatam keterlibatannya.-
Kerapatan Adat tidak bertekad )it
lat mengenai apakah ‘mereka
nya menangani perkara ini.’ Ketuany
telah -menerima. perkara - ini terig
karena  ia . melihat satu kesem
menjagoi kepala kampung da_lam Tang.
ka. politik nagari. Ia berpendapa
wa masalah utama jika Katik Ba
tah disingkirkan secara wajar, m
kan masalah adat. Dengan menempal:
kan reaksi buek dan reaksi Wa
gari mengabaikan adat. Akan
argumentasi ini terlalu lemah da
gota lain daripada Kerapatan .
berpendirian lain, Mereka berargumen-'
tasi bahwa satu-satunya sebab® kater-
libatan dewan adalah pesintah”
pihak polisi untuk menyeiesalka per—_
soalan berdasarkan adat. :

Seperti tampak diatas, pers
berdasarkan yursdiksi. Akan tetapf. se-
sudah yursdiksi diterima, persaingan
ini berpindah fokus. Semua tmdakan
suatu lembaga disoroti; dan setxap ke-
salahan ditandai. Hal ini tidak meng-
herankan akan fetapl vang menank
adalah cara mengksitik itu yang dipa-
kai dalam persaingan tersebut. Argu~
meniasi vang dipakai menyangkut pro-
sedur adat dan jarang sekali menyang
¥Kut norma-norma material. :

Contoh-contoh -kritik tersebut_: dapat
dikemukakan sebagai berikut :

1. Katik Basa membentahukan ke~
pada orang buek bahwa *Memang
kamu dapat mengambil tebat -ikan
saya, akan tetapi kamu harus me-
mintanys dengan wajar’™; :

2. Ketna Kerapatan Adat menegur
AU A3 B mges rnsams ot AT S A0S
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‘3.:Datak Putih Yyang fua itn dengan
-..keras menghkritik orang buek karena
. mereka tidak mengikuisertakan Ka-
. 4k Basa dalamn diskusinys;

4.Pada pembicaraan teniang peaying-

. kiran . iu,; dalam Kerapatan Adat,
prapg busk mengemukakan bahwa

PEita belum mengambil keputusan
karena Katik Basa tidak hadix pada

.. waktu itu. Dengan begiin kritik Da-

- tuk Putiah tidak tepat™,

5. Katik Basa tidak muncul pada pem-
bahasan di buek karenz menurui
@i, ia Hdak tahu mengenai diskusi
i jersebuti s sebetulnya tahu, akan
tetapi 2 tidak pernah diundang se-
" .cara resmi;
5. Orang buek mengkritik salah sain
_ anggotz Kerapatan Adat yang da-
tang ke Batu Panjang, sedangkan ti-
dak adz anggota sukunya yang ting
gal dalam buek itu dan dengan de-
mikian orang ifu tidak mempunyai
urusan disana;
7. Wali Nagari menegur ketua Kera-
patan Adat atas kunjungaunya ke
Batu Panjang ianpa persciuyjuan
Wali Nagari. Pengadilan negerl se-
kalipun tidak boleh bertindak demi-
kian., Disamping itu Wali Nagari
mengkritik ketua yang mencoba
memaksakan putusan ponbadinya
dan tidak menunggu sampai penye-
lesaian dapat dicapai;

3. Putusan Kerapatan Adat merupa-
kan putusan acara pada saat mereka
mengembalilcan perkaranya kepada
buek itu. Salah satu anggofa me-
nsemukakan bahwa oleh karena be-
jum pernah ada “tando” yang ber-
arti penyerahan perkara kepada
Kerapatan Adat. Kezapatan itu ti-
dak dapat bertindak selain diatas.

Contoh-contoh masih banyak, akan
tetapi sekizanya persamaannya cukup
jelag, Semua argumentasi vang dike-
mukakon merupakan argumentad yang
Iy el Fatr Freanai]l waltn mensensi prse-

mempunyal pengertian yang berganda
dan tafsivan-tafsiran yang berbeda dan
tidak dipakai untuk seling menghritik,
Setiap kal pepatah-pepatah itu diucap-
kan, ketegangan sclalu  hilang Pe-
patah-pepatah  tersebuti nampaknya
berfungsi untuk menghindar perteng
waran terbulca yang sedang mengan-
cam; semua dapat setujn mengenal
format kata-kats tanpa memperseal
ian tafsirannya.

V. PROSEDUR ADAT BSEBAGAI
PRASARANA POLITIK DESA

Proses-proses penyelesaian sengheta
di Minangkabau sebagian besar me-
rapakan pembicataan masalab-masa-
lah yurisdiksi den argumentasi-argi-
mentasi mengenai prosedur. Pertanya-
an kita adalah : Mengapa hematl penu-
tis, soal yurisdiksi dan prosedur meru-
pakan segi hukum dari pada prinsip-
prnsip pokok dalam organisasi politik
adat seria pembagian wewenang dian-
tara lembaga-dembaga. Hita akan men-
coba mengulas hubungan antara oiga-
nisasi politik dan parz pesengketa
dengan menjelaskan mengapa prinsip-
prinsip  pengambilan puiusan masiii
tetap dipakai biarpun prinsip-prinsip
tersebut sering dimanipulir, Kita ekan
melihat bahws bukan hanya penangan-
an sengketa di desa yang mempunyal
ciri~ciri ini, alan tetapi bahwa cirb-cir
ini sangai menentukan didalam hu-
bungan dianiara penyelesaian sengkeia
di desa dan di pengadilen negeri. Per-
tamatama sebalknve kita meninjan
tembali dua prinsip pengambilan pu-
tusan .

1. Satu prinsip merupalkan prinsip hie-
rarkhi dan menunjukkan satu raniai
wewenang vang terlefak pada jabat-
andabatan. Masalah-masalah harus
diselesiailkan pada tingkat vang pa-
ling bawah dan andaikata safu pe-
mecahian tidak ditemukan, perka-
ranva harus dinaikkan tingkat demi




: _ nagL,"' secara
prms;p 'mempunym sara yang sa-
ma. Prinsip ini dxdasarkan }cepada
"""'penelaahan Mmanckabau Cyaitu
bahwa beberapa buah gadang pada
';":mulanya ‘felah” mendmkan nagan
““perdasarkan’asdsiipersamaan. “De-
“ngan demikian’ tidak terdapat suatn
“buah' gadang vang lebih“tinggi Ke-
i 'dudukannya dayi- pada “yang lain.
“'Masalah-masalah ‘intern buak - za-
" Vdang, scpanjang ‘dipérlukan; untuk
menjalankan ‘pemerintahan  bersa-
‘Tna. Putusan ‘hanya dapat”diambil
"dengan persetu,auara buah gadana
" yang hersangkutan Ini mempakan
guatu syarat” yang' selaly - diindah-
kan dalam  hal persengketaan me-
ngenal masalah—masaiah mtem bu-
Cah gadang R '

Kedua pnnsm tersebut yzutu pe-
ngarmbilan keputusan secara bulat serta
kepemimpinan ‘‘oleh - pejabat-pejabat
adat] ‘menipakan ‘dua segi ‘dard satu
kESEHnbanﬂ'an ‘yang merupakan lan-

g i md o et e e

3 : p1 hanya mempunyeu yundzksx :
¥ masalah-masalahnya tldak dapat di

gamba:an 3ti1 tzdak dapat meme

mengapa prmsxp prmsxp ini 1ma
anut, Pemenntah pengajah telah
dmkan 1embaga—iem’uaga adrm
dan pera{illan yvang baru. dan Jugat
mendmkan suatu. s1stem pemexmta
setemgai vang d1dasazkan atas P
prinsip adat akan tef:apl yang mele :
kan pnnszpvpnnmp ‘adat dan wewenans
adat qtu’ kedalam ‘sugtu rangka
lain;” Wewenang p_okt_1k_ dan pe
résmiyang tadinya:terletak “pat
jabat-pejabat adat- ‘telah ‘dicabu _
mereka ‘dan dengan dem:kian pe _
muhnya‘telah ‘dibatasi. Bahwa pem
tasan tersebut ‘tidak * mengakib
runivhnya -wewenang ‘pejabat-p
adat- mungkm dxsebabkan kenyataan
bahwa” wewenang mereka: dxdasaﬁc
ferutama‘pada’ hubungaa-hubun
antara saudara, hubungan persauda
an ‘serta hibungan- hubungan ekopomi .
‘dan politik "vang crat’dengan hubung-
an persaudarasn tersebut. Orang :
desa ‘masih’{erus ‘'membawa perseng-
ketaannya kepada pejabat-pejabat adat ...
dan #dak mempegdulikan apak
}abat~pegabat itu‘diakni’ oleh admm
trasi penjajah atau tidak.
“Harena lgebanya_kan_fun_gsx pe
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_ £ sengketa karﬂna penenvah
i .peﬁ{aza itu menjadi alai penting dalam
" persainganiuntuk kekudsaan setempat.
“Oleh karena tanpa-adaty pemukaspe-
_;muk:a' ersebut tidak-mempunvai-dasar
: (legtzmatmn) uniuk dkui serta
dalamyipersalngan-ifu;maka tidak dda
daincdadpadacbernlang kali:ine-
-pekankdn sprinsip-prinsip -adat -sebagai
“landasanchukumedarpadakegiatannya.
Péﬂéksnaﬁ inirtidak terlalu sulit-kare-
j rngipo permusyawaratan: ssampai
-cie;ﬂ n:perimufakatan o belum pernah
darizluarsistem adafydan pa-
aatiinl telah ditingkatksn menja-
insip daripada demokrasi:dndone-
an’ mempaﬁ&an bawzan dan pada
~filsafat asgara; i

Denpan denﬂ\mn' gagasaii-gagasan
--"sos;.al Polifik “sécara nasional “tidak
; batkan perobaim.n melainkan
wat prinsip-prnsip setempat.
Poikars “yang divlas ‘diatas memper-
Tihatkan ‘kepintaran orang-or.mtr M-
‘nangka’ib‘.u ‘dalam memakai’ prmmp-
) p ini untuk menmeﬂruan kepen«
g nga mereka sendm Mg

; ersoaiaﬂ yurjsdlks,; dlant&m lﬁ,m-
;baga—lﬂmbaga dan pejabai-pejabat, me-
qupakan perwnjudan dalam . hukum
dast. pada persmnrran dlantara lingkung-
:ax_;;imgk;;ugan < kekuasaan. Mengingat
prinsip-prinsip itu dan adanya perebut-
an. keknasaan iin, jarang -sekali, me-
ngumimvkan seorang anggota suatu
dembaga. uniuk bertindak atas dasar
aturanwaturan materiil, Pemberan tafl-
'_-Slran—iafsuan terhadap atur&n—.ﬂurm
materiil, menurut hemat mercka, sa-
ngat., mlnp df’nﬂem memberi pcndapat
tentang pgnyeiasamn - perkaranya,
Orang yang beriindak sepertiitu dapat
melemahkan  kedudukannya dalam
senc,kita atau perundingansnya apalagi
-_kalau perayatzan-pernyataan tentang
matf.nnya telah. dibuat ierlaiu awal
dalam. prosesnya. i’entmzp bapi. getiap
anggota suatu. lbmi}aoa untui\ anenan-
th.saal ydﬂ“ tt..[!dt untu& mcnunjvi-

1- 0o m!.»a“ [ S

{etapi anereka: juga smempunyal-dasar
vang kuat membahas aturan-aturan
prosedur secara . panjang lebar, Mengi-
ngatssyarat: bahwa - suaty keputusan
yang sah akan..diambil atas:idasar ke-
mufakatan «dan perwakilan,penaatan
daripada sturan-aturan prosedur Vang
menjamin.-pelaksanaan darpada-dua
ataran-aturan - prosedur vang nmenjamin
pelaksanaan - daripada dua piinsipoter-
sebui meniadi sanpgat. meneniukan.
Akan tetapi oleh kazena lembaga-lem-
baga-memakaisengketa dalam perebui-
an--persaingan - kekuasaannya, -hal-hal
prosedural harus dibicarakan secara
panjang lebar, dissmping itu halbhal
proseu,.ral r}apat dibicarakan }careraa
pemibidaraan it tidak memmi}ullcaﬁ
ke.suhian Tidaklzh bijaksana ataupun
menguntunman kalau persaingannya
uniuk m_endapai: kekuasaan terlali me-
nonjol oleh Karena ini akan melanggar
dua prinsip dasar tersebut, Begitt pula
tidak terlalu b@rbdhaya uniuk menge-
mtik oranﬁ iain’ berdasarkan argumc,n-
tasi prosedural karend ar;,umentasu
itu dapat d1kc,mu§cakan tanpa ‘memi-
hé}:s. atay tanpa mengomentam materi
danpada sengketa 1€u sendm i

Untulk . p:hak yang kadudukanny&
t1dak jelas, seperti buek itu,.juga le-
bih,mmudah berargumentasi dengan de-
bat mengenai, prosedur. karena perde-
batan ini tidak menutup kemungkinan
mereka. akhirnya bertindsk sebagai
lembaﬁa penyelesaian  sengketanya.
Katik Basa sebagai pihak yang lemah,
lebih | sexing: menunjukkan - kecende-
rungan memakai.argumentasi yang ber
kisar terhadap materi akan. tetapz ia
juge sering memperguaskan argumen-
tasi-argtmentasi prosedural. .

Vi, PEMGADILAN-PENGADILAN
NEGERI DAN PENYELESAL
AN SEN(;E\ETA DESA o

CRita telah melihat keuenderungan
para politisi desa, uniuk m_(.mdmpuhr
persengketaan.. Mercka main dengsn
U PR [P
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" =Paling banyak Yang dapat diharapkan

. :déaiah satt penyelesaian sementara.

- Dengan begitu, kita:dapat bertanva,

' -__fmengapa pihzk yang mempunyai per-

- .kara:masih sering mendatangl lembaga-
lembaga -desa, Mengapa mereka tidak
langsung membawa perkaranya kepada
pengadilan negeri?

Sdldh satu pertimbangan ialah bah-
_wa meletakkan nasibnya ditangan pe-
“ngadilan merupakan hal yang mahal,
__'-makan wakiu banyak dan menganduag

" resikoivbesar. Orang-orang desa meng-

“angeap pengadilan itu sebagal sesuatu
‘yang jauh, mengerkan dan yang tidak
‘dapat diperhitungkan, Dengan demi-
‘kian, resiko mereka dalam menginven-
tasikan wangnya, waktunya, nasibnya
“digitu beriambah besar, Hakim-hakim,
menurut mereka, tidak mengerii adat
dan ‘Jagi pula melakukan korupsi
Akan tetapi orang-orang desa meng-
hargai adat terutama kalau adat itu
bermanfaat bagi kepentingan mereka
sendiri dan mercka tidak tanggung-
tanggung menyimpang dari adat kalan
itu-akan menguntungkan mereka. Ber-
dasarkan pengalaman, mereka menge-
tahui bahwa bersengketa di desa juga
merupakan suatu usaha vang memakan
" waktu dan bahwa pejabat-pejabat adat
tidak lebih kuat terhadap godaan-goda-
an materiil dari pada hakim.

" Ada pihak yang beruntung dengan
prosedur panjang, baik prosedur itu di
nagarl maupun tidak, oleh karena me-
reka dapat memanfaatkan harta yang
disengketakan selama perkaranya dibi-
carakan aiau disidangkan. Mereka akan
menempuh semua kemungkinan men-
cari-cari forum didalam desa dan sesu-
dah itu barangkal akan pergi juga ke
penﬁadﬂm hanya untuk menunda pu-
tusan terakhir. Akan tetapi kita masih
dapat bertanya mengapa seseorang
atau sepihak vang berkepentingan da-
lam swaiu prosedur yang pendek me-
makai lembaga-lembaga nagari sedang-
Ikan ia Aanaf lanceune membaws nar.

dimainkan ‘lembaga-iembaga i
di dalam pengadilan negeri itu ' sendigi. = 7 -
Seperti - dikemukakan diatas,’ :
nyakan perkara sipil yang dit i
oleh {Jcngadﬂdn nugeri merup an .

pemuka adat yvang tidak lain dam pada' .
Orang-orang yang dudul_\ dalam Iem_b_a-- :

bawa perkaranya ke ?eﬂgﬁdﬂa.:_n._-:_'},ér_*_ .
ganfungnva proses pengadila;i_'_..--pada
orangorang itu disebabkan tiga hal :

1. Menurut adat - sebagaimana' ielab
dizkui oleh pengadilan - hanva -
suatu wakil resmi dar pada. suatu
buah gadang atau kaum, mama.k ke-
pala waris, vang dapat mengc,ugat
mengenal harta pusako. -
Setiap hari ada wanita wamta yang
datang ke pengadilan dengan gugat-
an bahwa sebidang sawah .yang
merupakan tansh pussko mereka
sedang dikerjakan oleh orang lain.
Mereka selalu diberitahu bzhwa
mereka seadid tidak dapat meng-
gugat atas nama keluarga mereka.
Seharusnya mamak yang mengaju-
kan gugatan. Kalan mereka men-
jaweb bahwa mamak fiu tidak ber
sedia menggugat, mercka diberitahu
bahwa mereka mempunyai dua pi-
lihan mereka dapat menggugat
mamak itu atau mereka pulang saja.
Fada umumnya mereka puiang saja
karepa untuk menggugat mamak
dar ketumnan mereks merupakan
tindakan vang berani sekali dan se-
betulnya bukan dia yang mau me-
reka gupat. Mamak-mamak itu se-
ring tidak mau pergi ke pengadilan
karena peranan mereka yang ber-
oanda hailr cahargt mihalr s a11651160



_- yang disengkeinkan dan barangkali
..mereka  mempunyai alasan politik
Cuantuk tidak muncul di pengadilan.

o tKebijaksanaan pengadilan dengan

_:- ~demikian - memperkuat  peranan
“yang berganda yang dipegang oleh
4 mamak itu, Alhasii, sejumlah besar
- orang-orang, terutama wanita, vang

ingin memakai jasa pengadilan seca-

crra langsung tidak berhasii.

. Banyak perkara mengenai tanah di-
“Fnutuskan berdasarkan bukti yang
diberikan oleh saksi-saksi. Orang-
‘orang Minangkabau jarang sekali
membuat transaksi mereka dalam
. beniuk tertulis, Beberapa hakim
‘mengemukakan anggapan mercka
““bahwa kalau terdapat satu doku-
. men, mereka yakin bahwa ads se-
statn vang tidak beres, Secara tra-
disional, iransaksi dilakukan diba-
 dapan saksi-saksi bizsanya mamak
" dari buah gadang atau kaum yang
merupakan tetangga. Prakiek iai
sampai sekarang imasih  dipakai.
Atas dasar itu, sekali lagi orang-
grang yang mengisi lembaga nagai
diperiukan dipengadilan,

gy

. Disamping dua alasan tersebut di-
atas, ada satu alasan lagi yang me-
nyebabkan anggota-angpots lemba-
ga nagarl memainkan perapan pen-
ting dalam perkara pengadilan. Se-
ring juga, suaiu perkara hanya da-
pat dipufuskan atas dasar pembuk-
tian Vcircumstantial”’ yang dapat di-
simpulkan dari kenyataan bahwa
orang-orang tertentu telah bertin-
dak dalam fangsi-fungsi tertentu.
Untuk mengerti peranan dan fungsi
tersebui, halkim-hakim memerlukan
penjelasan dan ahli-ahil setemipat
vang memberikan kesaksian tentang
kebiaszan dan adat istiadat di desa
yang bemangkutan. Dengan sendiri-

i

Hukwm dan Pembangunarn T

nya ahi-ahli ind adalah pejabat-pe-

jabat adat,

Penting untuk kiia sadari bahwa ha-
kim ita - walaupun mereka mengang-
gap rendah lembaga-lembaga nagari ka-
rena lembaga-lembaga itu tidak memi-
sahkan politik dan penvelesaian per
kara - condong pada manipulasi se-
suai dengan kebijaksanaan mereka sen-
diri, Andaikata pengadilan neger tidak
mengsyaratkan bahwa hanya seorang
mamak yang dapal menggugat atas na-
ma kKeturunannya, jumlab orang vang
dirngikan oleh politik-potitik desa ba-
rangkali akan berkurang. £andatipun
demikian, suaiu perobahan adat se-
perti itu akan sangsl mempengaruhi
sigtern harta pusako. Perobahannyz da-
pat mengancam konfrol ekonomi vang
dilakukan olehl pemuka-pemuka adat,
yang berarti sangat mengurangi ke-
kuasaan mereksa. Perobahan acara ifu
di pengadilan negerd akan mengakibat-
kan satu perobahan besar dalam struk-
tur sosial dan tentunya akan difentang.

Alhasil, biarpun peagadilan negeri
merupakan suvatu lembaga alternatif
dalam penyelesaian sengketa vang me-
nyaingi lembaga-lembaga nagari, penaf-
sirap pengadilan mengenai hukum adat
telah menjadi dasar ufama uniuk me-
nyelesaikan persengketaan di nagari.
Dengan demikian, hubuagan dianiara
lembaga-lembaga yang dapat mena-
ngani penyelesaian sengketa di Minang-
kabzu serta kegiatan anggotanya sa-
ngat mempersulit pihak wvang ingin
mencari-cari forums. Sebaliknya, per-
buatan mereka minim sekali pengarzh-
nya ferhadap hubungan diantara fem-
baga-lembaga tersebut. Biar forum
shopping sering dianggap menguniung-
kan pihak karena pibak untuk menca-
pai hasil yang terbaik, di Minangkabau
barangkali pihak-pihaknva skan lebih
beruntung kalau mereka tidak mem-
punyal begitu banyak pilihan.






